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ABSTRAK 

 

Sistem outsourcing di Indonesia, telah berkembang sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku. Saat ini, sistem outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

menyebutkan bahwa sistem outsourcing tidak lagi ada batasan jenis pekerjaan. Jenis 

pekerjaan ini, dimaksud  adalah membatasi sebuah jenis pekerjaan yang bisa 

dikatakan sebagai sistem outsourcing. Oleh karena itu, hal ini akan berdampak pada 

sebuah nomenklatur kepastian kerja yang seharusnya telah dituangkan dalam UUD 

Negara Republik Indonesia 1945. Maka dapat disimpulkan, sistem outsourcing di 

Indonesia akan menjadi kekhawatiran bagi rakyat Indonesia terhadap permasalahan 

kepastian kerja di Indonesia.  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana Analisis 

outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung? Dan; Bagaimana Pandangan 

Siyasah terhadap Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung?. 

Hasil Penelitian ini yaitu: Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW 

Lampung, telah memiliki perubahan yang signifikan. Outsourcing tenaga kerja telah 

berubah dan dalam perubahannya terletak pada jenis pekerjaan yang tidak dibatasi 

sehingga mengakibatkan fleksibilitas kerja. Selanjtunya Pandangan Siyasah terhadap 

Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Di Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung merupakan kajian pelaksanaan 

kebijakan ruang lingkup siyasah tanfiziyyah. Akan tetapi, pada pelaksanaannya 

outosurcing memiliki permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai 

tidak adalah lagi jaminan pembatasan pekerjaan dalam waktu pekerjaannya di 

perpanjang selama lima tahun. Hal ini, akan memunculkan ketidakpastian pekerja 

dalam mendapatkan pekerjaan.  
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MOTTO 

 

 

ئكَِ يعُۡزَضُىنَ 
َٰٓ ِ كَذِببًۚ أوُْلَٰ هِ ٱفۡتزََيٰ عَلًَ ٱللََّّ ًٰ رَبِّهِمۡ وَيقَىُلُ ٱلَۡ وَمَهۡ أظَۡلمَُ مِمَّ  عَلَ

لمِِيهَ 
ِ عَلًَ ٱلظَّٰ ًٰ رَبِّهِمۡۚ ألَََ لعَۡنةَُ ٱللََّّ َٰٓؤُلَََٰٓءِ ٱلَّذِيهَ كَذَبىُاْ عَلَ دُ هَٰ  شۡهَٰ

 

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri 

yang berbuat  zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.” 

(QS. Hud [11]:18) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut di harapkan tidak akan 

terjadi misinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas, yaitu ―Analisis Outsourcing Tenaga Kerja 

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam Perspektif Siyasah (Studi 

Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)‖. 

1. Analisis 

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 

penyelidikan terhadap suat peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya, atau penguraian suat pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Outsourcing 
 

Outsourcing adalah alih daya, di sisi lain Outsoucing juga memiliki 

nama lain, yaitu contracting out yaitu sebuah pemindahan operasi dari satu 

                                                     
1
 Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 59. 

1 



2 
 

perusahaan ke tempat lain (perjanjian pemborongan pekerjaan).
2
 

Sedangkan outsourcing pada penelitian ini yaitu sistem pelaksanaan 

outsourching. 

3. Undang-Undang 

 

Undang-Undang merupakan hukum dasar tertulis (konstitusi 

negara).
3 

Undang-Undang menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat 

kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain dan 

Undang- Undang.
4
 Dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan 

satu sama lain. Adapun yang dimaksud pada penelitian ini yakni Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja 

menjadi Undang-Undang. 

4. Siyasah 
 

Siyasah ialah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat.
5
 

                                                     
2
 Anri Darmawan, ―Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja,‖ Varia Hukum, Jurnal 

Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan, Vol. 3 No. 2 (2021): 14, 

https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12607. 
3
 Osgar Sahim Matompo and Wafda Vivid Izziyana, ―Konsep Omnibus Law dan 

Permasalahan Ruu Cipta Kerja,‖ Jurnal Ilmu Hukum: Rechstaat Nieuw, Vol.5 No. 1 (2020): 22, 

https://doi.org/10.52429/rn.v5i1.14. 
4
 I Kadek Semara Atmika, I Nyoman Budiartha, and lda Ayu Putu Widiati, ―Analisis 

Yuridis Omnibus Law Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,‖ Jurnal 

Konstruksi Hukum, Vol.  2 No. 3 (2021), https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3672.622-627. 
5
 Wahyu Abdul Jafar, ―Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‘an dan Al-Hadist,‖ Al-

Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1 (2018): 20, 

http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140. 
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Berdasarkan penjabaran di atas judul ini bertujuan mengangkat 

permasalahan pada sistem Outsourcing tenaga kerja di Indonesia khususnya 

pada anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI DPW 

Lampung) terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 berdasarkan 

perspektif Siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pemberlakuan hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

merupakan tugas yang ingin dicapai dalam sebuah negara hukum (the rule of 

law). Saat ini, kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari hukum yang 

mengaturnya, bahkan menjadi superior yang dapat membatasi hak dari 

masyarakat itu sendiri. Konteksnya, bahwa masyarakat memerlukan sebuah 

panduan yang mengarahkan pada perlindungan aktivitasnya. Supaya tidak ada 

perselisihan dan ketika ada perselisihan, maka hukum sebagai instrumennya 

yang dapat mengadili antara perselisihan kedua belah pihak. Selain sebagai 

instrumen yang mengadili, juga menjadi penguatan hukum dalam keberadaan 

prinsip the rule of law yang komprehensif, tidak semata-mata the rule by law 

atau the rule of man.
6
 

Produk hukum Konstitusi tidak mungkin dijalankan, tanpa adanya 

peraturan pelaksanaannya atau Undang-Undang. Karena, dimungkinkan 

ketika peraturan pelaksanaan dibuat dan ada penyelewengan, maka Konstitusi 

akan membatali yang secara kelembagaan. Kelembagaan dalam hal ini, 

diberikan pada lembaga Mahkamah Konstitusi untuk membatali sebuah 

                                                     
6
 Susi Dwi Harijanti, Interaksi Konstitusi Dan Politik : Konstektualisasi Pemikiran Sri 

Soemantri (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2016), 9. 
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Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menjaga 

sebuah UUD Negara RI 1945, supaya peraturan pelaksanaan seperti Undang-

Undang itu tetap dalam koridor Konstitusionalisme. Secara umum, tidak 

semua peraturan di bawahnya seperti Undang-Undang, diterima oleh rakyat 

dan konstitusi khususnya, menyangkut kesejahteraan sosial. Seperti Undang-

Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang 

a quo, sangat subtansif terhadap Social Defence dan Social Walfare. 

Undang-undang Cipta Kerja atau dikenal dengan Undang-Undang 

Omnibus Law sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang sangat 

hangat. Karena, Secara implementasinya, produk hukum ini telah sebagian 

masyarakat menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu, 

masyarakat yang menolak adalah masyarakat yang paling dirugikan, 

khususnya berstatus pekerja/karyawan/buruh. Sejumlah pekerja yang 

tergabung dalam serikat buruh yang merasa dirugikan, melakukan Judicial 

Review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta kerja 

ini. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
7
  Inkonstitusional bersyarat 

dapat diterjemahkan sebagai produk hukum yang tidak dapat diberlakukan, 

dan harus diperbaiki selama waktu 2 (dua) tahun. Namun, ketika tidak dapat 

diperbaiki, maka statusnya inkonstitusional permanen (tidak dapat 

                                                     
7
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 
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diberlakukan). 

Pada perkembangannya, Pemerintah Indonesia telah memperbaiki, 

sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya, Undang- 

Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tapi juga Undang-Undang tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua Undang-Undang ini 

telah disempurnakan, dicocokkan, diberlakukan dan telah menjadi 

instrumen hukum di Indonesia. Wujud dari Undang-Undang Omnibus Law 

telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, secara 

perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dipandang tidak ada bedanya secara 

materi. Oleh karena itu, semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

disahkan, sebagian masyarakat tetap menolak.
8
 

Banyak perdebatan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

terutama pasal-pasal yang menyentuh langsung pada pekerja di Indonesia. 

Salah satunya terdapat pada pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, menyebutkan Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara 

tertulis.
9
 Dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, perjanjian alih daya masuk 

                                                     
8
 Martyasari Rizky, ―Ternyata, Ini Sebab Buruh Gerah & Tuntut Cabut UU Cipta Kerja,‖ 

CNBC Indonesia, Mei 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502180828-4-

433837/ternyata-ini-sebab-buruh-gerah-tuntut-cabut-uu-cipta-kerja. 
9
  Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang. 
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ke dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT ini adalah 

sistem perekruitmen pekerja kontrak. PKWT Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan 

tertentu.
10

 Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan dapat 

diperpanjang paling lama 1 tahun. Sedangkan, dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tidak lagi ada jangka waktu. Sehingga, hal ini menjadi 

anomali terhadap kepastian kerja dan bertentangan dengan prinsip 

ketenagakerjaan dan negara hukum. Akibat tidak adanya kepastian kerja, 

maka secara sah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya akan tidak 

terjalankan. Ketika tidak berjalankan hak dan kewajiban, maka bisa saja ada 

perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pihak. Kepastian merupakan ciri 

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk yang tertulis. 

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, 

karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan 

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Begitu dengan Pekerja, yang harus memiliki kepastian kerja, 

sebagaimana telah disebutkan di dalam aturan yang sah. Di sisi lain, pekerjaan 

outsourcing sulit berkembang, karena dibatasi dengan kontrak jangka pendek 

                                                     
10

  Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT). 
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dan berkutat pada pekerjaan-pekerjaan kelas rendah.
11

 Hal tersebut juga 

telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Hud Ayat 18, yang berbunyi: 

نِ افتَْر  ِ  وَمَنْ اَظْلََُ مِمَّ ٓ   ذَِ  ا   ى علَََ الّلر ََ ئِكَ يعُْرَضُىوْنَ علََر اُولر ْْ ُُ اْاََ وْ ُُ َ ْْ وَي ِ ِِّّ ََ دُ  

 ٓ يْنَ هر ِ ْْ  ذََ بوُْاعلََر ؤُلٓ ءِالََّّ ِ َِِّّ    ِ ّٰر اَاََ لعَْنةَُالّلر لِمِيَْن  علَََ ال  

 ―Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk 

negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat 

pedih lagi keras.‖ (QS. Hud [11]:18) 
 

Jelas sudah bahwa Allah sangat melarang perbuatan dzalim dan 

menganiaya. Oleh karena itu, perjanjian atau kontrak kerja di dalam suatu 

hubungan pekerjaan, sangat diperlukan untuk membuat kedua belah pihak 

saling mengikat dan tidak melanggar hak serta kewajiban masing-masing.
12 

Menurut tinjauan fiqh siyasah, Islam sendiri telah mengatur bahwa umat 

harus bekerja kapanpun dan di manapun karena itu merupakan suatu hak dan 

kewajiban. Menteri sendiri melalui menteri ketenagakerjaan sebagai wazir 

tafwidh telah membuat aturan yang baik mengenai hak dan kewajiban 

pekerja, maupun pemberi kerja. 

Tenaga kerja dalam perspektif agama Islam (khususnya dalam kajian 

ilmu Muamalah), termasuk ke dalam kegiatan yang digolongkan sebagai 

kegiatan Ijarah. Kegiatan Ijarah (sewa menyewa) dalam hal ini, diartikan 

sebagai upah- mengupah, di mana pihak Pemilik tenaga kerja diibaratkan 

                                                     
11

 Talenta, ―Apa Saja Dampak Negatif Sistem Kerja Outsourcing? Ini Jawabannya!,‖ 

Insight Talenta, January 2022, https://www.talenta.co/blog/dampak-negatif-sistem-kerja-

outsourcing/. 
12

 Muhammad Arif Ikhsan, ―Keabsahan Kontrak Kerja Freelance Dengan Media Digital 

Di Amazone Pontianak Dalam Pandangan Hukum Islam Kontenporer,‖ Al-Maslahah: Jurnal Ilmu 

Syariah, Vol. 14 No. 1 (2018): 140, https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i1.1010. 
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sebagai Penyewa, dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai 

sesuatu yang disewakan. Pengertian tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai 

sewaan, dikarenakan tenaga kerja dalam sistem pekerjaannya, telah 

dimanfaatkan keahliannya. Oleh karena itu, Upah di sini dijadikan sebagai 

bentuk tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak 

yang disewa keahliannya. 
13

 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai ―Analisis Outsourcing Tenaga Kerja 

Pada  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasah (Studi 

Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)‖. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

 

Fokus atau batasan masalah dalam penelitian kualitatif adalah domain 

tunggal atau terdiri dari beberapa domain yang saling terkait dari situasi sosial 

yang ada di lapangan, dalam penentuan fokus di penelitian akan lebih di 

dasarkan pada tingkat informasi terbaru sesuai dengan situasi yang ada di 

lapangan.
1414

 Adapun fokus penelitian ini yaitu terletak pada Sistem 

Outsourcing Tenaga Kerja dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya penelitian ini akan mengkorelasikan pada 

aspek hukum Islam. Sedangkan Sub Fokus Penelitian ini antara lain: 

1. Objek Penelitian ini adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW 

Lampung; 

                                                     
13

 Nur Aksin, ―Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam),‖ Jurnal 

Meta-Yuridis Vol.1 No. 2 (2018): 72, https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916. 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 286. 
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2. Penelitian ini akan menganalisa terhadap Outsourcing tenaga kerja 

berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dalam perspektif Siyasah; 

3. Penelitian ini akan membandingkan secara khusus sistem Outsourcing, 

antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023. 

 

D. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang diambil sebagai berikut: 

1. Bagaimana Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 Di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW 

Lampung? 

2. Bagaimana Pandangan Siyasah terhadap Outsourcing Tenaga Kerja Pada 

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia DPW Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia DPW Lampung; 

2. Untuk mengetahui Pandangan Siyasah terhadap Outsourcing Tenaga Kerja 

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi Serikat Pekerja 
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Metal Indonesia DPW Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis yaitu secara keilmuannya, dalam menyumbang ilmu 

pengetahuan dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Sedangkan, yang 

dimaksud dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuannya, dalam 

kajian outsourcing pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di 

Indonesia; 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, 

dalam pendiskusian sistem outsourcing di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pekerja, Serikat Pekerja, 

Pengusaha, mahasiswa dan para akademisi pada Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; 

b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan kontribusi konkret untuk Pemerintah 

dalam sumber referensi mengenai sistem outsourcing. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan merupakan penelitian yang 

mengetahui hal apa yang telah di teliti dan belum, sehingga menghindari 

duplikasi penelitian. Selain itu penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi 

penulis untuk mencari sumber referensi yang berkaitan dengan kajian 
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penelitian penulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Yusril Iza Mahendra dalam skripsi yang 

berjudul OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM 

NASIONAL DAN SIYASAH SYAR‟IYYAH. Pada penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisasi Omnibus Law dalam Politik Hukum Nasional dan 

Siyasah Syar‟iyyah. Dijelaskan bahwa, bahwa produk hukum Omnibus 

Law belum mempunyai kedudukan hukum dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. Sehingga, Omnibus Law belum memiliki payung 

hukum yang pasti.
15

 Sedangkan, penelitian penulis, bermaksud untuk 

menganalisa produk hukum Omnibus Law dalam sistem Outsourcing 

tenaga Kerja. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada objek 

penelitian dan teori pustaka. Sebab, saat ini, omnibus law sudah 

mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak lagi menggunakan politik 

hukum, melainkan mengidentifikasi masalah terhadap pasal yang di 

dalamnya, khususnya mengenai sistem outsourcing. 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Rina Wulandari dalam skripsi yang berjudul 

Pengaruh Sistem Kerja Outsourcing (Kontrak) Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri KCP Ujung Batu, Kabupaten 

Rokan Hulu, Riau). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja 

outsourcing (Kontrak) terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian 

ini dilaksanakan pada PT. Bank Mandiri KCP Ujung Batu, Kabupaten 

                                                     
15

 Yusril Iza Mahendra, ―Omnibus Law Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan 

Siyasah Syar‘iyyah‖ (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021). 
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Rokan Hulu.
16

  Sedangkan bagi peneliti yang dapat dijadikan referensi 

terletak pada sistem Outsourcing terhadap kinerja karyawan. Sehingga, hal 

ini dapat menjadi sumber referensi dalam landasan teori peneliti. 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Osgar Sahim Matompo dalam jurnal yang 

berjudul ―Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja‖. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal 

research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative 

legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder, pembahasan dalam penelitian 

ini didasarkan pada aturan undang-undangan dan prinsip hukum yang 

berlaku serta menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber 

pedoman dalam Konsep Omnibus Law dan permasalahan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) cipta kerja. Hasil dari penelitian ini adalah, 

konsep Omnibus Law Sejauh ini tidak diatur secara jelas di dalam Undang- 

Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. 

Pemerintah berupaya menerapkan Omnibus Law untuk cipta lapangan 

kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu 

menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta 

Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan Masalah ini ada pada 

perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon dan lain lain. perubahan 

tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk 

                                                     
16

 Rina Wulandari, ―Pengaruh Sistem Kerja Outsourcing (Kontrak) Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri KVP Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)‖ 

(Skripsi, Universitas Islam Riau Pekan Baru, 2021). 
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memperjuangkan hak-haknya.
17

 Sedangkan Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama 

membahas tentang konsep sistem outsourcing terhadap hak-hak pekerja. 

Perbedaannya, penulis menambahkan fokus pada tinjauan siyasah terhadap 

pemberlakuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. 

 

H. Metode Penelitian 

  

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian 

untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek 

yang paling penting dalam melakukan penelitian.
18

  Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris. 

Penelitian Normatif Empiris merupakan penelitian yang tidak hanya 

mengacu pada masalah hukum yang bersifat normatif atau law as wirtten 

in book, namun juga memiliki pendekatan lain dalam meneliti hukum 

sebagai objek penelitiannya, yang berfokus pada empiricial.
19

 Adapun 

normatif yang dimaksud pada penelitian ini yaitu permasalahan sistem 

outsourcing yang terdapat dalam produk hukum Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023. Sedangkan empirisnya terletak pada pengujian pada 

pelaksanaan Undang-Undang ini pada Federasi Pekerja Metal Indonesia 

                                                     
17

 Matompo and Izziyana, ―Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja...," 

12.  
18

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 9. 
19

 Zainal   Arifin Asikin and Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006), 10 . 
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DPW Lampung. 

2. Sifat Penelitian 
 

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi 

objek, gejala atau kelompok tertentu.
20

 Maka dalam tekniknya bersifat 

analisis yang berkorelasi pada aspek permasalahan sistem outsourcing 

tenaga kerja. 

3. Sumber Data 
 

Sumber Data adalah sumber yang dapat diperoleh dari sumber 

keaslian itu sendiri.
21

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua (2), yaitu Sumber Data utama/primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Sumber Bahan Sekunder 

Sumber Buku Sekunder atau sumber bahan sekunder adalah 

sumber buku yang diperoleh untuk memperkuat dari bahan 

bukuprimer.
22

 Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini yaitu buku yang berkaitan dengan pembahasan Sistem 

outsourcing, Omnibus law. Selanjutnya ada juga Ilmu Hukum, jurnal 

hukum, dan artikel. 

b. Sumber Data Primer 

Sumber Bahan Utama atau sumber buku primer adalah sumber 

                                                     
20

 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 54. 
21

 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142. 
22

 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 42. 
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bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
23

 Sumber 

bahan Utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 

Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan 

peraturan- peraturan lainnya. 

c. Sumber Bahan Tersier 

 Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain 

kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data print out 

internet.
24

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi Adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian. Populasi 

disebut juga sebagai univers, dalam hal ini tidak lain dari pada daerah 

generalisasi yang diwakili oleh sampel. Selanjutnya yang menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah Struktur Pengurus FSPMI DPW 

Lampung dan Anggota Serikat. 

b. Sampel  

 

 Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti, dalam 

penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sumber data, melainkan 

dari sampelnya saja. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik non random sampling. Teknik Non Random 

Sampling dimaksud sebagai pemberian peluang sebagian populasi 

                                                     
23

 Martono, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010), 16. 
24

 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Nirmatif (Malang: Bayumedya 

Publishing, 2006), 147. 
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untuk ditentukan menjadi anggota sampel. Sehingga Untuk lebih jelas 

non random sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Sedangkan purposive sampling adalah pemilihan sekelompok subjek 

didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.
25

 

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah 1 orang Ketua, 1 Orang Sekretaris Wilayah 1 Orang 

Ketua PC Bandar Lampung dan 1 orang Anggota Buruh. 

6. Prosedur Pengumpulan Data 
 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tidak 

akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
26

 

a. Observasi 

 Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung terhadap sumber penelitian yang 

akan menjadi objek penelitian yang diselidiki, yakni berupa 

Undang- undang Cipta Kerja serta berbagai pendapat pekerja tentang 

Undang- undang tersebut.
27

 Peneliti akan mengamati dan mencatat 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena ataupun kejadian-

kejadian yang terkait dengan pro dan kontra Undang-undang Omnibus 

law Cipta Kerja dalam masyarakat, sehingga pada nantinya hasil dari 

penelitian ini dapat dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan dijadikan 

                                                     
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 115. 
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, 308. 
27

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 117. 
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sebagai ilmu pengetahuan yang real. 

b. Wawancara 

Metode wawancara (interview) adalah percakapan antara 

beberapa orang yang disebut pewawancara dan responden atau 

narasumber. Dengan kata lain metode wawancara merupakan bentuk 

komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh beberapa orang baik 

secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengumpulkan 

informasi tertentu. 

c. Dokumentasi 
 

Dokumentasi adalah menghimpun sumber-sumber penelitian 

yang didapat berupa data-data tertulis kemudian dikelompokkan 

menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Ini digunakan 

untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan 

secara mendalam mengenai Perspektif Undang-Undang Omnibus law 

dalam Hukum Siyasah. 

7. Prosedur Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini yang dapat digunakan adalah 

kualitatif, sehingga dalam penelitian kualitatif menghasilkan data dan 

bahan hukum bersifat deskripsi. Tujuan analisis dalam penelitian ini 

adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan 

hingga menjadi suatu data yang teratur menambahkan validitas data itu 

sendiri.
28

 Prosedur penelitian dalam penelitian ini dapat dilakukan merujuk 

                                                     
28

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Social (Bandung: Mandar Maju, 2005), 64. 
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pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dianalisa menjadi bahan hukum. 

Prosedur analisis data dapat dilakukan juga dengan memadukan antara 

konseptual dan peraturan perundang-undangan sebagai objek 

permasalahan. 

 

I. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka 

penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan 

hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar 

dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara 

rinci, yaitu sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penelitian. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini, yaitu Sistem Outsourcing terhadap undang- 

undang Cipta Kerja, Tinjauan Tentang Tenaga Kerja, Tinjauan Tentang 

Siyasah. 

3. BAB III OBJEK PENELITIAN 

 

Bab ini berisi data Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW 

Lampung. 

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Bagaimana Analisa Outsourcing 

Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung dan Pandangan Siyasah 

terhadap Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil 

penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau 

rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh  siyasah  merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata 

berbahasa Arab, yaitu kata fiqh  dan siyasah. Agar pengertian ini mudah 

dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah mengenai 

Fiqh  siyasah  ini. Kata fiqh  berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqh an. Secara 

bahasa kata fiqh  berarti pemahaman.
29

 Selain itu, fiqh  juga dimaknai sebagai 

pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengerahan 

pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak 

hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin. Sedangkan dalam kajian ushûl al 

fiqh , fiqh  dimaknai dengan ―pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang 

bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.‖ Pengertian ini 

menegaskan bahwa fiqh  merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian 

terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan 

secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Quran dan Sunnah.
30

 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa fiqh  merupakan pengetahuan 

mengenai hukum-hukum Islam yang berasarkan al-Quran dan as-Sunnah yang 

disursun oleh para mujtahid dengan cara beritijhad.  

Sedangkan, kata siyasah  berasal dari kata sasa, yang memiliki arti 

                                                     
 

29
 Wahyu Abdul Jafar, ―Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al- Qur'an dan Al-Hadist,‖ Al-

Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28. 20. 

 
30

 Toha Andiko, ―Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-

Masalah Fikih Siyasah Modern,‖ Jurnal Al-„Adalah, Vol. 12 No. 1 (2014): 105, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178.  

20 

 



21 
 

mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuat 

kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah Abdul Khallaf Wahab 

mendefinisikan bahwa siyasah  adalah ―peraturan perundangan yang 

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 

keadaan‖. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah  ―mengatur 

atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan.‖
31

 Siyasah  pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau 

ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan 

terhadap kepengurusan atau pemerintahan dalam mewujudkan 

kemaslahatan. Siyasah  dapat dikatakan sebagai cara yang dilaksanakan 

oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan 

urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam 

penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur 

dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan 

membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.
32

  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh  siyasah  

memiliki arti suatu konsep untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam 

bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan 

mencegah kemudharatan yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.  

Fiqh  siyasah  dikenal pula dengan sebutan siyasah  syar‟iyyah. 
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Siyasah  syar‟iyyah  secara istilah memiliki berbagai arti
33

: 

a. Imam al-Bujairimi: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur 

mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab 

ketaatan terhadap pemeritah. 

b. Imam Ibn‘Abidin: kemaslahatan untuk manusia dengan 

menunjukannya kedalam jalan yang menyelamatkan, baik di dunia 

maupun di akhirat. Siyasah  berasal dari Nabi, baik secara khusus 

maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Dalam segi 

lahir, siyasah  berasal dari sultan (pemerintah), bukan lainnya. 

Sedangkan dari segi batin, siyasah  berasal dari ulama sebagai pewaris 

Nabi bukan dari pemegang kekuasaan. 

c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai siyasah  syar‟iyyah  sebagai 

pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang 

menjamin terealisasinya kemashalatan dan terhindar dari 

kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-

prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat 

mujtahid.
34

 

Dengan demikian siyasah  syar‟iyyah  berkaitan dengan aturan dalam 

bernegara untuk manusia guna mencapai kemaslahatan dan mencegah 

kemudharatan. 

2. Konsep Siyasah Syar‟iyyah 

  Secara etimologi siyasah   syar‟iyyah  berasal dari kata syara‟ yang 
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berari sesuatu yang bersifat syar‟i atau bisa diartikan sebagai peraturan 

atau politik yang bersifat syar‟i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil 

adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat 

dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.
35

 

Siyasah Syar‟iyyah  dapat dikatakan sebagai kebijakan syari'ah, 

yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada 

penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syari'ah 

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siyasah   

Syar‟iyyah  adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik 

hukum dalam sebuah negara. Secara literal, siyasah   syar‟iyyah  berarti 

kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah yang berjalan 

sesuai dengan syari'ah. Dalam pengertian yang luas ini, maka siyasah   

syar‟iyyah  adalah semua kebijakan pemerintah, baik yang terdapat 

tuntunan dari syari'ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama 

sekali.
36

 

Siyasah syar‟iyyah  sebenarnya harus dilakukan tanpa bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sementara itu para fuqaha belakangan 

menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai 

pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan hakim untuk 

melawan kejahatan dan kerusakan. Dalam hal ini, mengutip pendapat Ibnu 

Taimiyah, mengatakan bahwa bila seseorang dipercayakan kekuasaan atau 
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urusan orang-orang beriman, dan selanjutnya yang bersangkutan 

mendelegasikan kekuasaan ini kepada orang lain sementara itu ia 

mempunyai orang yang lebih kompeten untuk urusan itu, maka ia telah 

mengkhianati Allah dan Rasul. Dalam konteks siyasah   syar‟iyyah , 

kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan Islam masa lalu dapat 

diteruskan untuk praktek pemerintahan zaman sekarang, tidak 

bertentangan dengan syari'ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya 

untuk menegakkan syari'ah itu sendiri di zaman sekarang.
37

 

Dasar utama dari adanya siyasah syar‟iyyah  adalah keyakinan 

bahwa syari‘at Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di 

dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya 

meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan 

sunnah secara eksplisit.
38

 Siyasah syar‟iyyah  dalam arti ilmu adalah suatu 

bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat 

dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip 

dasar syari‘at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
39

 

Siyasah syar‟iyyah  yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara‟ 

bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa 

nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan 

persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan 

bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan 
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terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, 

dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh 

syari‘at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.
40

 

Ruang lingkup siyasah syar‟iyyah  itu sangat luas, mencakup 

berbagai aspek kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara. 

Dalam siyasah syar‟iyyah , penegakan negara merupakan tugas suci yang 

dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk 

mendekatkan manusia kepada Allah.
41

 Siyasah syar‟iyyah  dalam bidang 

penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada 

penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, 

melaksalanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan 

kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, 

peminum khamar, dan sebaginya serta melaksanakan musyawarah dalam 

perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.
42

 

Ibnu Qayyim memperluas pembahasan siyasah syar‟iyyah  dalam 

penegakan hukum yang tidak terdapat nash  atau dalilnya secara langsung 

dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan 

pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan 

contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan siyasah   syar‟iyyah . 
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Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya 

berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat 

(tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarain (indikasi-indikasi yang 

tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan 

hukum berdasarkan al-Quran atau dengan cara mengundi, saksi orang 

kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui 

perbuatannya, dan sebagainya.
43

 

Hasbi As Shiddieqy, merangkum objek atau wilayah cakupan 

siyasah syar‟iyyah  itu kepada delapan bidang, yaitu siyasah   dusturiyyah  

syar‟iyyah, siyasah tasyri'iyah syar‟iyyah, siyasah qadhaiyah syar‟iyyah, 

siyasah maliyah syar‟iyyah, siyasah idariyah syar‟iyyah, siyasah   

dauliyah, siyasah tanfiziyah syra'iyah, siyasah harbiyah syar‟iyyah .
44

 

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis siyasah, 

yaitu siyasah   dzalimah yang diharamkan syara‟ dan siyasah   „adilah 

yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman, menolak berbagai 

bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang 

menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat. Syara‟ berkewajiban 

untuk merujuk kepada siyasah „adilah dan menjadikannya sebagai 

sandaran dalam menegakkan kebenaran. Menurut Ibn Farhun, persoalan 

siyasah merupakan sebuah pembahasan luas yang berpotensi menyesatkan 

pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia. Namun, 

menganggap ringan siyasah   berarti menyia-nyiakan hak, membatalkan 
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hukuman (hudud), dan memberi peluang para pelaku kejahatan untuk terus 

melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya, memperluas persoalan ini 

secara berlebihan akan dapat membuka pintu-pintu kezaliman, bahkan 

menumpahkan darah dan merampas harta dengan jalan yang tidak benar.
45

 

Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk 

dalam kewenangan siyasah   syar‟iyyah . Beliau mendasarkan teori 

siyasah  syar‟iyyah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa 

ayat 58 dan 59, yang artinya: 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa‘: 58-59). 

 

Kedua ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah adalah landasan 

kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan 

kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat 

terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama surat 

An-Nisa‘ ayat 58, kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah 

menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban 

rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan 
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Rasul-Nya. 

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi 

pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih 

orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang 

dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan 

uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fa‟i dan ghanimah serta segala 

perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan. 

Tindakan atau kebijakan siyasah bertujuan untuk kepentingan orang 

banyak. Hal ini menunjukan bahwa siyasah dilakukan dalam konteks 

masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas 

dalam mengarahkan publik. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh 

publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya 

adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan 

mencegah adanya keburukan. Siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu 

dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan 

Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. 

Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan 

adalah pendekatan qiyas dan masalahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar 

utama dari adanya siyasah syar‟iyyah adalah keyakinan bahwa syariat 

Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat 

dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang 

ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.
46
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Jadi siyasah syar‟iyyah  memiliki kedudukan yang penting karena 

siyasah yar‟iyyah adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk 

menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-

rambu syariat yang dimaksud dalam siyasah   adalah dalil-dalil kully dari 

al-Qur'an maupun al-Hadits, maqashid syari'ah, semangat ajaran Islam, 

dan kaidah-kaidah kulliyah fiqh iyah. 

3. Sumber Hukum Fiqh  siyasah   

a. Al-Quran 

Al-Quran merupakan pedoman utama semuat umat Muslim. Al-

Quran tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai petunjuk jalan 

bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhirat. Di dalamnya 

terkandung banyak hukum yang sengaja di desain Allah SWT demi 

kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial-budaya, 

tatanegara maupun politik meskipun tidak ada kata politik di dalam al-

Quran. Sedangkan menurut istilah Abu Zahrah mengartikan Al- ialah 

kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah Kalam Allah yang 

diturankan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang 

dinukilkan secara mutawatir. 

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala 

urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang 

muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun 

juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam 
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penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja 

didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, 

hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara 

implisit di dalam alQur'an memang tidak terdapat kata politik, namun 

hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang 

mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, 

Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi 

terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah 

kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.
47

 Di antara 

sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya: 

رَ ذَيۡفَ تعَۡمَلوُۡنَ  ُٰ ضِ مِنۡۢۡ بعَۡدِهِِۡ لِنـَنۡ َۡ فَ فِِ ااََۡ
ِٕ
كُُۡ خَلرىٓ  ثَُُّ جَعَلنۡر

 
“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) 

di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan 

bagaimana kamu berbuat.” (Q.S)Yunus [10] : 14) 

 

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa manusia 

memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana 

seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang 

tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal 

dengan istilas siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum 

menjalaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan 

oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni 

pada surat an-Nisa ayat 59: 
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عُواٰالرَّسُوْلَٰوَاوُلِِٰالَْْمْرِٰٓ  ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْٰٓ  يٰ  وَٰوَاَطِي ْ عُواٰاللّ  اٰاَطِي ْ
كُٰنْتُمْٰٰٓ  مِنْكُمْٰ وِٰوَالرَّسُوْلِٰاِنْ فاَِنْٰتَ نَازَعْتُمْٰفِْٰشَيْءٍٰفَ رُدُّوْهُٰاِلَِٰاللّ 

رٌٰوَّاَحْسَنُٰتأَْوِيْلًًٰٰٓ  وَالْيَ وْمِٰالْْ خِرِٰٰتُ ؤْمِنُ وْنَٰباِللّ وِٰ لِكَٰخَي ْ ٰࣖذ 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4] : 59) 
 

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua 

bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini 

sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan 

dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan 

yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan 

dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak 

sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan 

dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan 

kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka 

apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka 

penyelesainnya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal 

ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi 

pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan 

kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada 
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masyarakat secara luas.
48

 

b. Sunnah 

Sunnah berasal dari kata sunnah yang berarti cara yang biasa 

dilakukan apakah itu sesuati yang baik atau sesuatu yang buruk. Di 

dalam Al-Quran sendiri kata ―Sunnah‖ disebut sebanyak 16 kali. 

Yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Imran 137: 

 

كَٰيْفَٰٰٰٓ  قَدْٰخَلَتْٰمِنْٰقَ بْلِكُمْٰسُنَنٌٰ رُوْاٰفِِٰالَْْرْضِٰفاَنْظرُُوْا فَسِي ْ
بِيَْٰ  كَانَٰعَاقِبَةُٰالْمُكَذِّ

“Sesungguhnya sudah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah 

Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana akibat orang-orang yang mendustakannya.” (Q.S. Al-

Imran [3]: 137) 

 

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi 

Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun 

ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-

Qur'an. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail 

biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada 

persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. 

Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. 

Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara 

ekplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana 

asSunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam 

menjalankan kepemimpinannya.
49
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c. Ijma  

Ijma‘ dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, 

berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan ٰأجمع ٰفالن ٰعلى  berarti األمر

berupaya di atasnya. Sebagaimana firman Allah SWT: 

قَوٰٓ  مِوٓ  قاَلَٰلقَِوٰٓ  اِذٰٓ  حٍٰٰٰٓ  نَ بَاَٰنوُٰٓ  ىِمٓ  لُٰعَلَيٓ  وَات مِٰٓ  ي  
كَٰبُ رَٰعَلَيٰٰٓ  اِن وِٰٰٓ  رىِٓ  كِيٓ  وَتَذٰٓ  مَّقَامِىٰٓ  كُمٓ  كَانَ باِ ي تِٰاللّ 

وِٰتَ وكََّل اٰامَٓ  مِعُوٓ  تُٰفاَجَٓ  فَ عَلَىٰاللّ  لَْٰٰٓ  ءكَُمٓ  وَشُركََآٰ  ركَُمٓ  ۤ  ثَُُّٰ
اقٰٓ  كُمٓ  عَلَيٰٓ  ركُُمٓ  امَٰٓ  يَكُن ةًٰثَُُّٰ اٰاِلََِّٰوَٰلَْٰٓ  ضُوٓ  غُمَّ  ۤ

نِٰٓ  ظِرُوٓ  تُن  
 ―Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di 

waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat 

bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan 

ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu 

bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk 

membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu 

dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu 

memberi tangguh kepadaku.” (Q.S. Yunus [10]: 71) 

 

Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang 

pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu 

orang dan arti kedua lebih dari satu orang. Ijma‘ dalam istilah ahli 

ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin 

dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara.
50

 Pada 
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prinsipnya para ahli fiqh berpendapat sependapat bahwa:  

1) Ijma ‘ dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid; 

2) Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash qath‘i; 

3) Terjadi pada masa tertentu.
51

 

Dengan demikian Ijma  dipandang tidak sah apabila:  

1) Ada yang tidak menyetujui; 

2) Hanya ada seorang mujtahid; 

3) Tidak ada kebulatan yang nyata; 

4) Sudah jelas terdapat dalam nash.
 52

 

d. Qiyas 

Secara bahasa qiyas berarti  yang artinya mengukur, membanding  قد 

sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan, secara istilah para ahli 

memberikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut53: 

1) Al-Ghazali memberikan definisi yaitu menanggungkan sesuatu 

yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal 

menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari 

keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam 

penetapan hukum atau peniadaan hukum. 

2) Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwasanya Qiyas merupakan 

menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang 

diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau 
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meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama 

antara keduanya. 

3) Abu Zahrah memberikan definisi qiyas yaitu menghubungkan 

sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada 

perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat 

dalam ‗illat hukum. 

4) Abu Hasan al-Bashri mengatakan qiyas adalah menghasilkan 

(menetapkan) hukum ashal pada ―furu‖ karena keduanya sama 

dalam ‗illat hukum menurut mujtahid. 

Dengan melihat beberapa definisi qiyas diatas, maka dapat 

disimpulkan qiyas terdiri dari empat unsur yaitu
54

: 

1) Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang 

dijadikan tempat mengqiyashkan atau biasa disebut maqisala‘ih. 

2) Far‘u (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. 

3) Hukum ashl yaitu hukum syar‘I yang ditetapkan oleh nash. 

4) Illat yaitu suatu sifat yang terdapat dalam ashl, dengan adanya sifat 

itulah ashl mempunyai suatu hukum dan dengan itulah ashl 

terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disebut ashl. 

4. Ruang Lingkup Fiqh  Siyasah  

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai pembagian 

ruang lingkup fiqh  siyasah . Ada yang membaginya menjadi tiga, empat, 

lima, ataupun delapan bagian. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat 
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teknis bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang 

berjudul al-ahkam al-sulthaniyyah, lingkup kajian Fiqh  siyasah  

mencangkup sebagai berikut:  

a. Siyasah  Dusturiyyah  (peraturan perundang-undangan); 

b. Siyasah  Maliyah (ekonomi dan moneter); 

c. Siyasah  Qadha‟iyah (peradilan); 

d. Siyasah  Harbiyyah (hukum perang); 

e. Siyasah  ‗Idariyyah (administrasi negara) 
55

  

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul 

al-Siyasah  al-Syar‟iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian 

yaitu:  

a. Siyasah  Qadhaiyyah (politik peradilan); 

b. Siyasah  Dauliyyah (politik hubungan internasional); 

c. Siyasah  Maliyah (politik ekonomi dan moneter) 
56

  

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di 

Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup Fiqh  

siyasah  menjadi delapan bidang, yaitu:  

a. Siyasah  Dusturiyyah  (peraturan perundang-undangan); 

b. Siyasah  Tasyri‟iyyah  (politik hukum); 

c. Siyasah  Qadha‟iyah (peradilan); 

d. Siyasah  Maliyah (ekonomi dan moneter); 

e. Siyasah  Dauliyyah (politik hubungan internasional); 
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f. Siyasah  Tanfidziyah  Syar‟iyyah  (politik pelaksanaan perundang-

undangan); 

g. Siyasah  Harbiyyah (hukum perang) 
57

 

Secara garis besar Fiqh  siyasah  dibagi menjadi tiga bagian pokok 

saja, yaitu : siyasah  dusturiyyah  (politik perundang-undangan), siyasah  

dauliyah (politik hubungan internasional), dan siyasah  maliyah (politik 

keuangan). Untuk mengerucutkan penelitian peneliti akan membahas 

mengenai siyasah  durturiyah sebagai pendekatan kepada masalah yang 

peneliti teliti.
58

 

5. Siyasah  Dusturiyah   
 

Siyasah  dusturiyyah  adalah bagian dari Fiqh  siyasah  yang 

membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sesuai 

dengan hukum Islam atau nilai-nilai Syariat. Artinya, perundang-undangan 

tersebut mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip 

Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Quran dan 

siyasah  dusturiyyah  membahas mengenai peraturan perundang-undangan 

yang bertujuan demi kemaslahatan umat manusia. Persoalan mengenai 

siyasah  dusturiyyah  tidak terlepas dari dalil-dalil kully, yakni baik al-

Quran, Hadits, maqasid al-syariah serta semangat Islam dalam mengatur 

masyarakat.
59

 

Pada dasarnya konsep kajian Siyasah  Dusturiyyah  terbagi menjadi 
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dua aspek yakni:
60

 

a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal 

mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik 

untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.  

b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan 

suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman 

untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar 

mencapai kemaslahatan bersama. 

 Dalam kajian siyasah  dusturiyyah  dibagi menjadi tiga bahasan 

yaitu: Siyasah  tasyri‟iyyah , Siyasah  tanfidziyah , dan Siyasah  

Qhada‟iyah. 

a. Siyasah tasyri‟iyyah 

     Siyasah tasyri‟iyyah yaitu berkaitan dengan kekuasaan 

legislasi pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum 

sesuai dengan aturan dan konstitusi yang ada. Di dalam Islam, tidak 

seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi 

umat Islam.  

      Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang 

nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak 

ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan 

kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia 

menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang 

paling baik". (Q.S. Al-Anam [6]: 57) 
 

     Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan bahwasannya 

dalam menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT. Namun, di 
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dalam fiqh siyasah manusia dapat menetapkan hukum asalkan sesuai 

dengan syariat-syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-

unsur legislasi dalam Islam meliputi:
61

 

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam; 

2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya; 

3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan 

nilai-nilai dasar syariat Islam. 

b. Siyasah tanfiziyah 

    Siyasah tanfiziyah yaitu berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan-

kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan 

terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. 

Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita 

harus menaati undang-undang tersebut.
62

  

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur‘an, sunnah dan 

nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta 

pemerintah Islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah 

ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama 

oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah 

syar‟iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem 
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pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan Negara.
63

 

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-

undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan 

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan 

hubungan sesama negara (hubungan internasional).
64

  

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut alsulthah al-

tanfidziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini 

negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan 

hubungan sesama negara (hubungan internasional). 

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala 

negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang 

berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana 

halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari 

semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan 
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eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.
65

 

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti 

fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. 

Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut 

ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu 

gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya 

maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. 

Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih 

kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang 

mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka 

menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.
66

 

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu 

meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-

tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam 

Alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, 

menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang 

bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan 

melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma‘ruf nahi mungkar 

dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan 

perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah 

mempraktikan totalitas syari‘ah didalam umat dan menegakkan 

institusi-institusi yang menyerukan kebajiakan dan mencegah 
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kejahatan. Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara 

adalah:
67

  

1) Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi 

masyarakat di luar wilayahnya; 

2) Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat 

baik pada masa perang maupun masa perdamaian; 

3) Mengeluarkan perintah perang; 

4) Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki; 

5) Menghukum umat Islam dan nono Islam dalam wilayahnya 

apabila mereka terbukti melanggar hukum; 

6) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus 

dihentikan; 

7) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui 

perdamaian.  

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam 

harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan 

memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh. 

c. Siyasah qada‟iyah 

Siyasah qada‟iyah berkaitan dengan lembaga peradilan yang 

memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Islam. Di dalam kamus 

politik disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang 

mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. 
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Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. 

Dalam penerapannya memerlukan lembaga untuk penegakannya yaitu 

al-Qada. Kewenangan peradilan al-Qadha terbagi ke dalam tiga 

wilayah yaitu wilayah Qada,  wilayah Mazalim, dan wilayah Hisbah. 

Sebagaiamana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, 

terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: Sulṭah al-tasyri‟iyyah (kekuasaan 

legislatif), Sulṭah al-ṭanfiẓiyyah (kekuasaan eksekutif), Sulṭah al-Qaḍā 

‟iyyah (kekuasaan yudikatif).68 

 

B. Perbedaan Karakteristik Hukum Common Law dan Civil Law  

1. Karakteristik Hukum Common law 

Sistem hukum Common Law memiliki karakteristik-karakteristik 

yang membedakan dari hukum lainnya, sehingga dibawah ini akan 

diuraikan beberapa karakteristik common law: 

a. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) 

Putusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan sumber hukum 

yang utama dalam common law, hal ini tidak terlepas dari sejarah 

peninggalan hukum Inggris yang berkembang setelah hukum Roman. 

69
 Secara definisi Yurisprudensi adalah hasil putusan pengadilan yang 

mengikat, mengenai berbagai macam persoalan baik ketatanegaraan, 

administrasi, maupun penetapan sanksi yang selanjutnya disusun 
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secara sistematis.
70 

Dilihat dari perkembangannya putusan pengadilan itu identik 

dengan putusan yang bersumber pada kebiasaan. Kebiasaan- 

kebiasaan hakim yang terdahulu dalam memberi putusuan menjadi 

sumber hukum bagi para hakim selanjutnya untuk memutuskan dan 

mengadili. Sehingga kebiasaan itu menjadi sumber formal karena 

memiliki kaidah sebagai pembatas dan hukumnya yang mengikat 

dalam pengadilan.
71

 

b. Lembaga Preseden 

Common law mempunyai lembaga preseden dalam badan 

peradilan, sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengadilan- 

pengadilan yang ada dibawahnya. Dalam menjalankan tugasnya, 

lembaga preseden mempunyai sifat yaitu sebagai preseden mengikat 

(the binding force of precedent) dan preseden persuafif (persuasive 

precedent), hal ini tergantung dengan negara masing-masing yang 

memiliki otoritas secara khusus.
72

 

Walaupun dalam sistem common law yang paling utama adalah 

yurisprudensi, nampaknya undang-undang hakim wajib menerapkan 

prinsip stare decisis (menerapkan putusan sebelumnya). Nampaknya 

dalam sistem civil law preseden justru dikenal sebagai yurisprudensi 

yang sifatnya sebagai memberikan saran dan mengarahkan atau bisa 

                                                     
70

 Zuhraini, Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca 

Amandemen (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2010), 20. 
71

 Ibid. 
72

 Ali Salmande, ―Perbedaan Sifat Mengikat Antara Preseden Dengan Yurisprudensi,‖ 

Hukum Online, 2011, https://www.hukumonline.com/klinik/a/yurisprudensi-cl1679/. 



45 
 

disebut rujukan hakim yang di bawahnya menetapkan putusan. 

Perbedaan di Indonesia ada pada satu wilayah saja, berbeda 

dengan negara sistem common law, yang secara penerapannya lebih 

luas yaitu lembaga preseden berlaku bagi negara-negara yang sudah 

terintegritas seperti negara persemakmuran. 

c. Adversary System dalam Proses Peradilan. 
 

 Adversary system merupakan proses peradilan yang lebih 

didominasi oleh kedua belah pihak yang bersengketa, didampingi 

masing-masing pengacara yang berhadapan di depan hakim. Kedua 

belah pihak masing-masing membuat strategi untuk memenangkan 

melalui kepunyaan alat bukti masing-masing dan argumentasi untuk 

meyakinkan para hakim.
73

 

2. Karakteristik Hukum Civil Law 

Menurut Nurul Qamar dalam bukunya Perbandingan Sistem Hukum 

dan Peradilan bahwa ada tiga karakteristik civil law yang paling 

menonjol, di antaranya: 

a. Adanya Sistem Kodifikasi 

Sistem Kodifikasi adalah hasil upaya dari penguasa dalam 

membukukan suatu hukum. Hal ini dapat dipahami bahwa civil law 

mempunyai peranan penting terhadap kodifikasi hukum tertulis. 

Hukum tertulis yang terkodifikasi itu dibuat secara sejenis, lengkap, 

sistematis menjadi satu dalam produk undang-undang.
74
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Adanya suatu kodifikasi dapat dijadikan sebagai sumber dalam 

memutuskan oleh hakim dan penegak hukum lainnya, kemudian para 

penegak hukum dapat mengacu kepada undang-undang dan 

perundang-undangan sebagai putusan yurisprudensi.
75

 Maka dapat 

dimengerti bahwa kodifikasi ini sebagai ciri yang utama dalam sistem 

hukum civil law. Selanjutnya sumber Kodifikasi juga dapat mengacu 

kepada kebiasaan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui naskah-

naskah penting sebagai maklumat para penyelenggara dalam 

membuat kebijakan baik secara horizontal maupun vertikal. Kebijakan 

yang dimaksud dengan horizontal yaitu sebagai tatanan hukum yang 

diberikan kepada masing-masing lembaga, biasanya dalam 

menjalankan tugas, lembaga diberikan kode etik supaya melakukan 

kewenangan tidak melampau batas. Sedangkan dengan kebijakan 

vertikal adalah aturan yang berlaku bagi masyarakat umum. 

b. Hakim Tidak Terikat Pada Preseden 

 

Secara fungsional hakim tidak terikat dengan preseden yang 

lebih tinggi, dikarenakan bahwa hakim harus tunduk terhadap suatu 

undang-undang, undang-undang yang terkodifikasi itu dibuat secara 

lengkap, sehingga hakim tidak perlu untuk terikat kepada preseden 

di atasnya.
76 

Dalam legitimasi preseden, para hakim biasanya terikat 

pada putusan yang sudah atau putusan terdahulu dari hakim yang lebih 
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tinggi dan telah dipublikasikan.
77

 Namun nampaknya dalam civil law 

tidak berati, akan tetapi fungsi lembaganya sebagai rekomendasi dan 

saran bagi para hakim yang dapat dijadikan rujukan sebagai 

pertimbangan. 

c. Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial 
 

Berbeda dengan apa yang dimiliki oleh common law, dalam civil 

law hakim mempunyai peranan besar untuk mengarahkan dan 

memutus perkara. Begitu juga hakim harus aktif dalam proses 

persidangan untuk menemukan suatu fakta dan berupaya selalu 

mencari dalil yang benar untuk dapat menjadi putusan yang adil. 

Lebih Lanjut Friedmen dalam bukunya Nurul Qamar 

Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan (h.47) mengatakan dalam 

civil law sebenarnya diakui lebih efisien, tidak berpihak (Imparsial) 

dan tentunya mengedepankan keadilan dalam persidangan.
78

 

Berdasarkan hal tersebut, pada kesimpulannya, kebijakan 

omnibus law cipta kerja masuk ke dalam jenis hukum Common law. 

Di Indonesia, telah melakukan perubahan sistem pembentukan 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Sehingga, omnibus law cipta kerja telah memiliki kedudukan hukum 

dalam hukum Nasional. 
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C. Sistem Outsourcing di Indonesia 

 

1. Pengertian Outsourcing 

 

Berbicara mengenai outsourcing, maka tidak terlepas pada jenis 

pekerjaan yang ada di Indonesia. Sebab outsourcing diartikan sebagai 

hubungan perjanjian kerja yang bersifat pemborongan pekerjaan/penyedia 

jasa pekerja. Outsourcing merupakan sistem kerja yang berkembang 

seiring meningkatnya kebutuhan pengusaha untuk hubungan kerja yang 

fleksibel, muda untuk merekrut dan mudah melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) pekerjaannya.
79

 

Outsourcing dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alih 

daya. Dalam prakteknya, outsourcing merupakan transformasi sebagian 

ataupun semua pekerjaan dan atau kewenangan pada pihak lain guna 

mendukung strategi pemakai jasa outsourcing baik pribadi, perusahaan, 

divisi ataupun sebuah unit dalam perusahaan. pengertian outsourcing untuk 

setiap pemakai jasanya akan berbeda-beda semua tergantung dari strategi 

masing-masing pemakai jasa outsourcing. Dalam hal ini, Amin Widjaja 

Tunggal mengartikan Outsourcing merupakan suatu proses yang mana 

seluruh barang diadakan dari pihak lain melalui kontrak-kontrak jangka 

panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya penjelasan lain oleh 

Mason A. Carpenter dan Wm. Gerland Sanders, yang juga dikutip oleh 
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Amin Widjaja Tunggal mengatakan: 

a. Outsourcing adalah pekerjaan yang dilakukan untuk perusahaan oleh 

orang-orang yang bukan pekerja full time perusahaan itu sendiri; 

b. Outsourcing dilakukan melalui kerja sama dengan supplier-supllier 

dari luar untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu rangkaian- 

rangkaian pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan perusahaan. 

Rangkaian pekerjaan adalah keseluruhan pekerjaan utama dan 

penunjang yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi, 

mendistribusikan, dan memasarkan sebuah produk.
80

 

2. Tujuan Outsourcing 

Outsourcing diperlukan bagi perusahaan dalam menunjang 

produksinya berjalan. Biasanya, outsourcing di tempatkan pada bidang 

pekerjaan yang di luar produksi, seperti borongan, pembersih kantor dan 

yang termasuk sejenisnya. Dalam hal ini, Outsourcing memiliki tujuan 

strategis dan tujuan berjangka panjang. Tujuan strategis dari suatu 

outsourcing, yaitu bahwa outsourcing digunakan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan agar 

dapat mempertahankan hidup dan berkembang. Mempertahankan hidup 

berarti tetap dapat mempertahankan pangsa pasar, sementara berkembang 

berarti dapat meningkatkan pangsa pasar. Oleh karena itu, pekerjaan harus 

diarahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih berpengalaman dari 

pada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang 
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diserahkan tidak sekedar penyerahan pada pihak ketiga saja.
81 

Pada 

dasarnya ada beberapa tujuan program outsourcing, antara lain:
 

a. Untuk mengembangkan kemitraan usaha, sehingga satu perusahaan 

tidak akan menguasai suatu kegiatan industri dari hulu ke hilir. Dengan 

kemitraan tersebut diharapkan akan terjadi pemerataan kesejahteraan 

masyarakat terutama di daerah urban; 

b. Mendorong terjadinya pendidikan dan alih teknologi dalam bidang 

industri dan manajemen pengelolaan pabrik. Dalam jangka panjang hal 

ini diharapkan mampu mengurangi pemusatan kegiatan industri di 

perkotaan menjadi lebih merata ke daerah.
82

 

 

D. Dasar Hukum Outsourcing di Indonesia  

1. Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Kepastian hukum merupakan kepastian nilai yang pada 

prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari 

tindakan sewenang-wenang negara maupun pihak lain selain negara. 

Sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara dan setiap 

orang atau pihak lain untuk menjalankannya. Memahami kepastian 

hukum, tentu dikaitkan dengan instrumen hukum positif dan peran 

negara untuk mengaktualisasikan hukum positif itu bahwa negara 

mempunyai tanggung jawab menjalankan dan menegakkannya. Oleh 

karena itu, kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
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negara hukum.
83

 

Ketidakpastian hukum dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 65 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menimbulkan multi 

tafsir, yaitu dalam pasal ini menjelaskan pekerjaan yang diserahkan 

pengerjaannya ialah merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 

keseluruhan. Yang mana pada Pasal 6 ayat (1) c Kepmenakertrans No. 

Kep 220/Men/X/2004 menjelaskan kegiatan penunjang merupakan 

kegiatan yang dapat mendukung dan memberi kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan yang memberi 

kerja. Hal yang sama juga dapat dilihat pada Pasal 66 ayat (1), yaitu 

pekerja/buruh tidak boleh melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan 

kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi, 

kecuali untuk kegiatan pekerjaan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan kegiatan atau proses produksi. Akan tetapi 

tidak ada kejelasan batasan antara kegiatan utama suatu perusahaan 

dengan bukan kegiatan utama atau yang disebut dengan jasa penunjang 

tersebut di dalam sebuah perusahaan pemberi kerja.  

Ketidakjelasan ini bisa dilihat atau nampak pada  Pasal 65 dan 

66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta penjelasannya dan 

pada Kepmenakertrans No. Kep. 100/Men/VI/2004. Ketidakjelasan yang 

dimaksud adalah tidak ada rincian atas kegiatan apa atau pekerjaan apa 

yang dapat di- outsource. Hal inilah yang dapat menimbulkan penafsiran 
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yang berbeda-beda.
84

 

 

 

E. Waktu Kerja 

 
Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam 

Pasal 77 yaitu berkaitan dengan waktu kerja, kecuali bagi sektor usaha atau 

pekerja tertentu. Misalnya pengeboran minyak lepas, pantai, sopir angkutan 

jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal laut atau penerbangan 

hutan.
68 

Adapun waktu kerja yang telah ditentukan dalam undang- undang 

adalah sebagai berikut :
 

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)Minggu; 

2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pekerja pada hakikatnya 

juga manusia biasa yang memerlukan Istirahat dengan cukup untuk 

mengembalikan kesegaran, kebugaran dan kesehatan fisik maupun mental. 

Ketika beristirahat dan   cuti   juga dimanfaatkan   bagi   mereka   untuk   

melakukan kewajiban fungsi sosialnya. Di antaranya istirahat antara jam 

kerja, istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, cuti yang 

berkaitan dengan fungsi reproduksi misalnya cuti melahirkan. Selain 

berkaitan dengan masa istirahat dan cuti, pekerja/buruh juga memiliki hak 
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